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KEPUTUSAN

BUPATI MUNA
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TENTANG
IZIN OPERASIONAL

PENDIRIAN/PEMBENTUKAN UPTD SMP NEGERI SATU ATAP 1 PARIGI

Menimbang

Mengingat

DESA WAPUALE KECAMATAN PARIGI

K ke ki d usia diwilayah
b k meningkatkan kualitas sumber daya manusic
Kzg:'lal-tl::\l,j dan ugluk mendekatkan pelayanan'Penmdtkan. gur‘:ﬁ
pembentukan karakter peserta didik tingkat lanjutan, maka g;rp
Pembentukan dan atau pendirian sekolah Menengah Pertama ( n}
Negeri di wilayah tersebut, dengan maksud memperluas daya tampung
siswa;

i iqi insi Sulawesi
bahwa di Kecamatan Parigi Kabupaten Muna Progmsn _
Tenggara, memiliki 11 (Sebelas) Sekolah Dasar Negeri (Sﬂpse:ag:';
Pendukung berdirinya UPTD Sekolah Menengah Pertama (SMP) Neg
Satu Atap 1 Parigi;

Bahwa dalam rangka legalitas sekolah baru, peflu dibentuljI
Kelembagaan UPTD Sekolah Menengah Pertama Negen Satu Atap
Parigi dengan memberikan Izin Operasional;

bahwa berdasarkan hasil peneliian berkas dan peninjauan lapangan ma1_<a_
UPTD Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 1 Pang!
Kecamatan Parigi Kabupaten Muna dianggap layak untuk beroperasi
berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Muna Nomor. 800/609 Tanggal 17 Mei 2022;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
b, ¢, dan d diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna melalui

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Muna;

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat Il di Sulawesi (Kelembagaan Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78
Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembara Negara Republk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

g Perimbangan Keuangan
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Indonesla Nomor 5234),
) Menteri pendidikan Nagional Nomor 19 Tahun 2007 tentangd

g, Peraturar !
jolaan Pendidikan
jonal Nomaor 24 Tahun 2007

glandar Penge
1 Menter pandidikan Nas

7. Peraturat .
Blandar prasarana dan Sarana Sekolah;
aan Nomor 36 Tahun 2014

tentang

g, Peraluran Monterl Pendidikan dan Kebuday
lantang Pedoman Pondirian Perubahan, dan Penutupan Satuan
pondidikan Dasar dan,
p, Poraturan pPemetintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan
Monangah;
ahun 1090 tentang Peran Serta

10, Paraturan pPemerintah Nomor wT
Masyarakal dalam Pendidikan;
11, Paeraluran pemerintah  Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenagad

Kt}pnndldikml;
12, Peraluran Pemerintah  Nomor 39 Tahun'1992 tgntang
Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
Peraturan pemerintah Nomor 19  Tahun 2005 tentang Standar
pendidikan Nasional;
14, Peraturan Pemerinta
Peraturan pemerintah No. 1
Penyelenggaraan Pendidikan;
15, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah Baru;

Menteri Pendidikan
ntang Pembentukan

Peranserta

13.
Perubahan atas

h No. 66 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan

7 Tahun 2010 tentang

16. Keputusan Nasional Nomor
188f636!Kepf429!012!2004 te Tim Penilai Pendirian
Sekolah Baru Negeri/Negeri;
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang
Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kab. Muna

18, Peraturan Bupati Muna Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, fugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;

19. Peraturan Bupati Muna No. 08 Tahun 2017 tentang pendelegasian
Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kab. Muna;

Surat Permohonan Izin D Sekolah Menengah Pertama

Operasional UPT

Memperhatikan 1.
(SMP) Negeri Satu Atap 1 Parigi Nomor Tanggal 13 Mei 2022 tentang
untuk mendapatkan  Izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan
sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 1 Parigi;
2 ;3?:0??1 E:ﬁaﬂar Nama Siwa-Siswi Baru Tahun Ajaran 2021-2022 pada UPTD
ekolah Menengah Pertama (SMP Negeri Satu A igi
o ) Negeri tap 1 Parigi Kabupaten
3. Daftar Nama Guru UPTD Sekolah Menengah Pert Negeri
Atap 1 Parigi Kabupaten Muna; s Sa
4. Surat Keterangan Domisili UPTD Sekolah Menengah
. _ Pertama (SMP)
Negeri Satu Atap 1 Parigi Nomor 140/36/ WP 200 i
2022 dari Desa Wapuale; DI Tonyle B
MEMUTU
Menetapkan Shre
KESATU g::abeﬁk%n Persetujuan Pembentukan/izin Operasional Sekolah Menengah
Wor tg; (SMP) rl:;ogen t;i,ens.;an Nama UPTD SMPN Satu Atap 1 Parigi, Desa
2022!2023.Km n Parigi Kabupaten Muna terhitung mulai Tahun Ajaran
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Melaksanakan semua kegiatan

menyediakan sarana dan p
Menyelenggarakan Proses
Peraturan Perun
berlaku;

1
2

secara berkala dalam sisti

Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan

Memiliki tanggung jawab sosial,

a.Satuan Pendidikan yang belum Teral
b.Satuan Pendidikan yang belum Tera

Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaiman
berkewajiban Memenuhi syarat-syarat

rasarana sesuai dengan
belajar mengajar
dang—Undangan,stand

Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasi
m data po

Melakukan daftar ulang sesuai den
kreditasi harus me

kreditasi C harus melakukan d

a dimaksud dalam diktum KESATU
mpat yang ditetapkan dan

standar Nasional;
dan semua kegiatan berdasarkan
|dan Norma-Norma yang

Pendidikan dite

ar Nasiona

onal serta melakukan pemutakhiran data
pendidikan (DAPODIK) dan Profil

dan Kebudayaan Kabupaten Muna;

gan ketentuan sebagai berikut:
lakukan daftar  ulang setiap 1(satu) Tahun;
aftar ulang setiap 2(satu) Tahun,

B harus melakukan daftar ulang setiap 3(satu) Tahun;

c.Satuan Pendidikan yang belum Terakreditasi
d.Satuan Pendidikan yang belum Terakreditasi A
onal Penyelenggaran
emenuhi persyaratan

h menyelenggarakan
r mengajar dan kurikulum yang

harus melakukan daftar ulang setiap 4(satu) Tahun;
Pendidikan periaku selama
Pendirian satuan Pendidikan

Perpanjangan 1zin Operasi
kegiatan pembelajaran;

Satuan Pendidikan masih m
dan Satuan Pendidikan masi

Dalam hal pelaksanaan proses belaja
digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
Penyelenggara berkewajiban membuat laporan
perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Din
Kebudayaan Kabupaten Muna;

Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara
maupun Penyelenggaraan Pendidikan sepenuhnya menja
Penyelenggara Satuan Pendidikan;
Apabila Diktum tersebut diatas tidak dipenuhi, maka Bupati Muna melalui
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Muna dapat mencabut kembali Keputusan ini;

Keputusan ini n_1ulai b«_ariaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal 17 Mei 2022

a.n. Bupati Muna
Pit. KEPALA BINAS .PENANAMAN MODAL DAN
TERPADU SATU PINTU

KETIGA

KEEMPAT
tertulis mengenai

KELIMA
as Pendidikan dan

Satuan Pendidikan

KEENAM
di Tanggungjawab

KETUJUH

KEDELAPAN

i EL

SATY

na FK.l Gol.IV/b
26725 199002 1 002

Tembusa.n : Yang terhormat.
1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta:

2. Gubemur Provinsi Sulawesi
: esi Tenggara di i,
3. Bupati Muna di Raha; o e
;. :::pa}la Dinas Pend?dikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari:
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha; ;
6. Camat Parigi di Parigi; s
7. Arsip.
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